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Lampiran 3. Paduan Wawancara Mendalam 

 

PANDUAN WAWANCARA MENDALAM (DEPTH INTERVIEW) 

STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA PELAYANAN 

KESEHATAN PASIEN BPJS MELALUI PENDEKATAN 

SOSIO KULTURAL DI PROVINSI GORONTALO 

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, 

 Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Mahasiswa S3 

Program Studi Kesehatan Masyarakat Pascasarjana Universitas 

Hasanuddin Makassar yang akan mengadakan penelitian dengan judul 

Strategi Penyelesaian Sengketa Pelayanan Kesehatan Pasien BPJS 

Melalui Pendekatan Sosio Kultural di Provinsi Gorontalo 

Tidak ada risiko fisik yang akan terjadi dalam penelitian ini. Risiko 

yang mungkin didapat adalah membutuhkan waktu dari bapak/Ibu sebagai 

narasumber/informan untuk menjawab pertanyaan ini sekitar 30-60 menit. 

Keuntungannya, informasi yang di berikan dapat menjadi masukan bagi 

penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan di Provinsi Gorontalo. 

Pada penelitian ini, identitas bapak/Ibu akan disamarkan. Data 

penelitian ini akan dikumpulkan dan disimpan tanpa menyebutkan nama 

dalam arsip tertulis atau elektronik (komputer), yang tidak bisa dilihat oleh 

orang lain selain peneliti. Kerahasiaan data anda sepenuhnya akan dijamin. 

Bila data akan dipublikasikan, kerahasiaan tetap akan dijaga.  

Jika Bapak/ibu setuju untuk berpartisipasi, diharapkan untuk mengisi 

dan menandatangani formulir persetujuan. Atas perhatian dan kesediaan 

Bapak/Ibu sebagai narasumber/informan saya ucapkan terima kasih. 

Penanggung Jawab Penelitian : 
Nama  : Hendrik David Julianus Borolla, SKM., MH.Kes. 
Alamat  : Perumahan Graha Agung Blok B No. 4 Desa Bube Baru, 
Suwawa, Gorontalo 
Tlp/HP  : 08114313551 
Email  : hdjborolla73@gmail.com 
 

 

FORMULIR PERSETUJUAN   

mailto:hdjborolla73@gmail.com
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SEBAGAI INFORMAN PADA PENELITIAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini 

Nama   :............................................................................................... 

Umur  :............................................................................................... 

Alamat  :............................................................................................... 

 
Setelah mendapat penjelasan secara rinci dan telah mengerti 

mengenai hal yang berkaitan dengan tujuan, manfaat apa yang akan 

diperoleh pada penelitian ini serta risiko yang mungkin terjadi, saya 

menyatakan setuju untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian ini secara 

sukarela dan tanpa paksaan. Saya berhak bertanya atau meminta 

penjelasan bila masih ada hal yang belum jelas atau masih ada hal yang 

ingin saya ketahui tentang penelitian ini. 

Saya menjadi informan/responden bukan karena adanya paksaan dari 

pihak lain, namun karena keinginan saya sendiri, dan tidak ada biaya yang 

akan ditanggungkan kepada saya sesuai dengan penjelasan yang telah 

disampaikan oleh peneliti. 

Saya percaya bahwa keamanan dan kerahasiaan data penelitian akan 

terjamin dan saya dengan ini menyetujui semua data saya yang dihasilkan 

pada penelitian ini untuk dipublikasikan sebagai hasil dari penelitian dan 

akan diseminarkan pada ujian hasil dengan tidak akan mencantumkan 

nama kecuali nomor informan. 

 

 Nama Tgl/Bln/Thn Tanda Tangan 

Informan    

 
Penanggung Jawab Penelitian : 
  
Nama  : Hendrik David Julianus Borolla, SKM., MH.Kes. 
Alamat  : Perumahan Graha Agung Blok B No. 4 Desa Bube Baru, 
Suwawa, Gorontalo 
Tlp/HP  : 08114313551 
Email  : hdjborolla73@gmail.com 
 

mailto:hdjborolla73@gmail.com
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PANDUAN WAWANCARA MENDALAM (DEPTH INTERVIEW) 

STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA PELAYANAN 
KESEHATAN PASIEN BPJS MELALUI PENDEKATAN 

SOSIO KULTURAL DI PROVINSI GORONTALO 

 
A. Pendahuluan  

Pelayanan kesehatan yang diperoleh seringkali menimbulkan 

berbagai masalah yang pada akhirnya akan menimbulkan sengketa 

antara penerima dan pemberi layanan kesehatan.  Sistem 

penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan yang selama ini 

dilakukan seringkali menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang 

bersengketa bahkan seringkali masih dianggap rumit dan 

membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam penyelesaiannya. 

Penelitian ini berfokus pada Strategi Penyelesaian Sengketa 

Pelayanan Kesehatan Pasien BPJS Melalui Pendekatan Sosio 

Kultural (Huyula dan Pohala’a) yang diharapkan dapat dijadikan dasar 

dalam menyelesaikan sengketa pelayanan kesehatan di Provinsi 

Gorontalo 

Dalam penelitian ini bapak/ibu akan kami wawancarai dengan 

serangkaian pertanyaan yang berisi pengalaman terkait masalah-

masalah yang berkaitan dengan penyebab terjadinya sengketa 

pelayanan kesehatan dan sistem penyelesaian sengketa pelayanan 

kesehatan yang telah dilakukan, serta sistem penyelesaian sengketa 

yang diharapkan. 

Informasi yang diberikan bersifat rahasia dimana Identitas 

bapak/ibu akan dirahasiakan dengan tidak mencantumkan nama 
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dalam hasil penelitian nantinya dan menggantinya dengan kode 

tertentu yang telah disiapkan oleh peneliti. Kami akan memberikan 

cukup waktu kepada Bapak/Ibu untuk memahami penjelasan yang 

kami berikan sebelum memutuskan kesediaannya ikut serta dalam 

penelitian ini. Jika Ibu bersedia ikut serta dalam penelitian ini, mohon 

menandatangani formulir kesediaan yang telah kami sediakan. 

Keikutsertaan penelitian ini bersifat sukarela, Bapak/Ibu berhak 

mengundurkan diri dengan atau tanpa alasan pada setiap saat selama 

penelitian berlangsung dan tanpa sanksi apapun.  

Demikian penjelasan ini kami sampaikan. Terima kasih atas 

perhatian dan kesediaan waktu Bapak/Ibu. Salam 

 
B. Tujuan  

Wawancara mendalam dilakukan dengan tujuan seara umum adalah 

memperoleh data-data atau informasi yang lebih jelas dan 

komprehensif mengenai faktor penyebab terjadinya sengketa 

pelayanan kesehatan, metode penyelesaian sengketa dan 

pendekatan sosio kultural di Provinsi Gorontalo. Tujuan tersebut 

diuraikan menjadi tujuan khusus yang terdiri dari: 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pelayanan 

kesehatan di Provinsi Gorontalo. 

2. Metode/Prosedur yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa 

pelayanan kesehatan di Provinsi Gorontalo. 

3. Upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa 

pelayanan kesehatan yang terjadi di Provinsi Gorontalo. 

4. Proses penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan dengan 

pendekatan sosio kultural (Huyula dan Pohala’a) di Provinsi 

Gorontalo. 

5. Faktor-faktor penghambat dan penunjang dalam melakukan 

penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan melalui pendekatan 

sosio kultural (Huyula dan Pohala’a) di Provinsi Gorontalo. 
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6. Faktor-faktor lain yang akan berkontribusi terhadap penyelesaian 

sengketa pelayanan kesehatan di Provinsi Gorontalo. 

 

C. Informan 

Informan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari: 

1. Informan utama, yaitu pemberi pelayanan kesehatan : Kepala 

RSUD, Kepala Ruangan, Perawat dan Tenaga Kesehatan lainnya.  

2. Informan Kunci terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota tokoh 

adat di Provinsi Gorontalo 

3. Informan tambahan, yaitu kepala bagian data dan pelaporan dinas 

kesehatan Provinsi Gorontalo,  

 

D. Proses Wawancara Mendalam (Depth Interview) 

Wawancara mendalam dilakukan secara sendiri-sendiri dengan 

cara mengunjungi Informan berdasarkan waktu yang telah disepakati 

secara bersama antara peneliti Informan. Proses wawancara untuk 

setiap Informan seragam berdasarkan prosedur dan panduan 

wawancara yang telah disediakan terlebih dahulu dengan kisaran 

waktu 30-60 menit.  Proses pelaksanaan wawancara secara 

mendalam adalah: 

 

Tahap Awal 

1. Peneliti menemui Informan pada waktu dan tempat yang telah 

disepakati. 

2. Menjelaskan kembali secara ringkas tujuan wawancara yang 

dilakukan serta informasi yang dibutuhkan selama wawancara 

berlangsung. 

3. Peneliti meminta ijin untuk mendokumentasikan proses 

wawancara yang dilakukan. 
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4. Peneliti meminta agar Informan memberikan penjelasan secara 

terbuka sehingga dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

dalam kegiatan penelitian. 

5. Peneliti menyiapkan daftar pertanyaan yang akan digunakan 

selama proses wawancara berlangsung.. 

6. Peneliti memohon ijin untuk memulai proses wawancara  

 

Proses Wawancara 

Pertanyaan: 

1. Menurut anda apa yang dimaksud dengan sengketa pelayanan 

kesehatan? 

2. Menurut anda faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 

terjadinya sengketa pelayanan kesehatan? 

3. Bagaimana proses penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan 

yang dilakukan selama ini? 

4. Apakah anda memiliki pengalaman atau pernah terlibat langsung 

dalam sengketa pelayanan kesehatan? 

5. Apakah anda memiliki pengalaman atau pernah terlibat langsung 

dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan? 

6. Apakah anda memiliki pengalaman atau pernah terlibat langsung 

dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

(Mediasi, negoisasi, konsiliasi)? 

7. Menurut anda apakah terdapat perbedaan penyelesaian 

sengketa di pengadilan dan diluar pengadilan, jika iya jelaskan? 

8. Apakah anda pernah mendengar atau mengetahui tentang 

penyelesaian sengketa dengan pendekatan sosio kultural 

(Huyula dan Pohala’a)? 

9. Bagaimana proses penyelesaian sengketa dengan 

menggunakan pendekatan sosio kultural (Huyula dan Pohala’a)? 

10. Siapa-siapa yang terlibat dalam penyelesaian sengketa dengan 

pendekatan sosio kuktural (Huyula dan Pohala’a)? 
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11. Apakah anda memiliki pengalaman atau pernah terlibat langsung 

dalam penyelesaian sengketa dengan pendekatan sosio kultural 

(Huyula dan Pohala’a)? 

12. Menurut anda apa kelebihan dan kelemahan penyelesaian 

sengketa dengan pendekatan sosio kuktural (Huyula dan 

Pohala’a)? 

 

Penutup 

1. Mengevaluasi respon informan berdasarkan hasil wawancara 

mendalam yang telah dilakukan 

2. Memberikan kesempatan kepada informan untuk memberikan 

tambahan berupa informasi atau saran yang belum terakomodir 

selama proses wawancara berlangsung. 

3. Peneliti menyampaikan terima kasih atas semua respon yang 

telah diberikan selama proses wawancara berlangsung dan 

sekaligus berpamitan.  
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Lampiran 4. Kuisioner bagi Pasien dan Keluarga Pasien 

 

KUESIONER BAGI PASIEN/KELUARGA PASIEN BPJS 

DATA RESPONDEN  

1. Nama   : .................................................................................. 

2. Umur   :................................................................................... 

3. Jenis Kelamin  :  Laki-laki / Perempuan 

4. Alamat   : .................................................................................. 

5. Pekerjaan   : .................................................................................. 

6. Pendidikan*  : SD / SMP / SMA / S1 / S2 / S3 

7. Penghasilan*  : 1. < 1juta 

       2. 1 juta – 2.5 juta 

`       3.  > 2.5 juta  – 4 juta 

        4.  > 4 juta 

7. Jenis Asuransi Kesehatan*   : 1. BPJS Penerima Bantuan Iuran 

        2. BPJS PNS/TNI/POLRI  

        3. BPJS Mandiri 

        4. BPJS Ketenagakerjaan (Perusahaan Swasta) 

       5. Non BPJS 

8. Fasilitas yang digunakan*  : Rawat Inap / Rawat Jalan /Pelayanan Obat 

9. Pengaduan terhadap pelayanan kesehatan yang diterima :  

1. Pernah melakukan pengaaduan 

2. Belum pernah melakukan pengaduan  

10. Lokasi RSUD  : .................................................................................. 

Keterangan : * lingkari jawaban yang sesuai 
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DAFTAR PERNYATAAN 

Lingkarilah angka yang paling sesuai dengan penilaian anda terhadap pernyataan-

pernyataan berikut, dengan berpedoman pada: 1 = Sangat Tidak Setuju; 2 = Tidak 

Setuju; 3 = Netral; 4 = Setuju; dan 5 = Sangat Setuju. 

1. Baca dan pahami setiap pernyataan dengan seksama 

2. Berikan tanda centang (√) pada kolom yang sesuai dengan pendapat saudara 

3. Berikan tanda centang (√) pada angka yang paling sesuai dengan penilaian anda 

terhadap pernyataan-pernyataan berikut, dengan berpedoman pada: 1 = Sangat 

Tidak Setuju; 2 = Tidak Setuju; 3 = Netral; 4 = Setuju; dan 5 = Sangat Setuju. 

 

No. PERNYATAAN 1 2 3 4 5 

Sarana dan Prasarana 

1 Rumah sakit memiliki fasilitas ruang 

tunggu yang bersih dan nyaman bagi 

pasien BPJS  

     

2 Rumah sakit memiliki ruang rawat inap 

yang dapat memenuhi kebutuhan pasien 

BPJS 

     

3 Rumah Sakit memiliki Laboratorium 

yang dapat memenuhi kebutuhan pasien 

BPJS 

     

4 Rumah sakit memiliki Apotik yang dapat 

memenuhi kebutuhan obat bagi Pasien 

BPJS 

     

 

Sumberdaya Manusia  

5. Jumlah dokter dapat memenuhi kebutuhan 

pasien BPJS 

     

6. Jumlah dokter ahli yang dimiliki dapat 

memenuhi kebuthan pasien BPJS 

     

7. Jumlah perawat dan tenaga kesehatan lainnya 

dapat memenuhi kebutuhan pasien BPJS 
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No. PERNYATAAN 1 2 3 4 5 

8. Jumlah sumberdaya pendukung (satpam, 

cleaning service, dll) telah memenuhi kebutuhan 

rumah sakit  

     

 

Sikap Pemberi Pelayanan Kesehatan 

9. Sikap petugas pada bagian pendaftaran pasien 

BPJS sangat baik   

     

10. Sikap dokter  dalam memberikan pelayanan 

kesehatan sangat baik 

     

11. Sikap perawat dan tenaga kesehatan lainnya 

sangat baik 

     

12. Sikap sumberdaya pendukung lainnya (satpam, 

cleaning service, dll) 

     

13. Sikap petugas pada pelayanan obat dan farmasi 

sangat baik 

     

 

Persepsi Pasien  dan Keluarga Pasien dalam Pelayanan Kesehatan 

14. Pelayanan yang diberikan pada saat pendaftaran 

pasien BPJS di rumah sakit sangat baik 

     

15. Pelayanan yang diberikan oleh dokter dan tenaga 

kesehatan lainnya selama melakukan rawat jalan 

sangat baik 

     

16. Pelayanan yang diberikan oleh dokter dan tenaga 

kesehatan lainnya selama melakukan rawat inap 

sangat baik 

     

17. Pelayanan yang diberikan oleh tenaga 

pendukung lainnya (satpam, cleaning service, 

dll) sangat baik 

     

18. Fasilitas dan pelayanan laboratorium saat 

melakukan rawat jalan dan rawat inap sangat 

baik 

     

19. Pelayanan obat dan kebutuhan farmasi lainnya 

pada apotik di rumah sakit sangat baik 

     

       

Metode Penyelesaian Sengketa Pelayanan Kesehatan 

20. Litigasi       

21. Mediasi      

22.  Negoisiasi      
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No. PERNYATAAN 1 2 3 4 5 

23 Konsiliasi       

24.  Sosio kultural (Huyula dan Pohala’a)      

Strategi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Sosio Kultural 

25. Prosedur administrasi lebih mudah       

26. Biaya yang dibutuhkan relatif lebih kecil      

27. Waktu yang dibutuhkan lebih singkat      

28. Pelaksanaan lebih mengedepankan rasa 

kemanusiaan dan kekeluargaan 

     

29. Hasil putusan lebih adil         
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Lampiran 5. Policy Brief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RINGKASAN 

Pemerintah terus mengupayakan peningkatan pelayanan kesehatan 
baik dari segi kualitas maupun kuantitas, tetapi permasalahan dalam 
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh para pemberi layanan kesehatan 
tetap terjadi. Permasalahan pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS di 
Provinsi Gorontalo juga terus meningkat akibat adanya ketidakpuasan 
pasien dan atau keluarganya terhadap pelayanan kesehatan yang 
diberikan oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya.  Permasalahan 
kesehatan yang terus berlanjut tanpa adanya penyelesaian akan menjadi 
sengketa yang berujung pada adanya gugatan hukum. 

Penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan secara umum terdiri dari 
dua cara yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non 
litigasi). Penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan melalui pengadilan 
sering menyita banyak waktu, tenaga dan juga biaya sehingga dirasa perlu 
untuk melakukan penyelesaian diluar pengadilan. Salah satu cara 
penyelesaian yang bisa dilakukan adalah melalui alternatif penyelesaian 
sengketa diluar pengadilan seperti negoisiasi, mediasi dan konsiliasi dan 
alternatif lain yang biasa digunakan adalah pendekatan adat atau 
kekeluargaan.  

Policy Brief ini menguraikan tentang strategi penyelesaian sengketa 
pelayanan kesehatan dengan pendekatan sosio kultural dan bertujuan 
sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo agar dapat 
digunakan sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa 
pelayanan kesehatan yang terjadi di Provinsi Gorontalo.  
 
 

POLICY BRIEF ANALYSIS 
 

“STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA PELAYANAN 

KESEHATAN PASIEN BPJS DENGAN PENDEKATAN SOSIO 

KULTURAL DI PROVINSI GORONTALO” 

 

Oleh: 

Hendrik David Julianus Borolla 

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Sekolah Pascasarjana  

Universitas Hasanuddin  

Makassar, 2022 
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PENDAHULUAN 

Pelayanan kesehatan menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 

adalah pemberian pelayanan kesehatan perseorangan maupun 

masyarakat yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan 

serta mencegah timbulnya penyakit baik perseorangan maupun kelompok 

masyarakat (Trisnadi, 2018). Permasalahan yang timbul dalam tindakatan 

pelayanan kesehatan masih banyak ditemukan, meskipun telah banyak 

upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat. Permasalahan pasien BPJS di Gorontalo juga masih dialami 

akibat adanya ketidakpuasan pasien dan atau keluarganya terhadap 

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter dan tenaga kesehatan 

lainnya.  

Permasalahan yang terjadi antara pasien dan pemberi pelayanan 

kesehatan di Provinsi Gorontalo berdasarkan data yang dilaporkan pada 

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan. Kasus yang 

dilaporkan pada tahun 2017 sebanyak 1258 kasus, dan pada tahun 2020 

yaitu 2623 kasus yang dilaporkan. Kasus tersebut tersebar pada tujuh 

RSUD yang ada di Provinsi Gorontalo (Dinas Kesehatan Provinsi 

Gorontalo, 2021). Hasil penelitian yang dilakukan pada tujuh RSUD di 

Provinsi Gorontalo, ditemukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya ketidakpuasan pada pasien dalam pelayanan kesehatan adalah 

kualitas dan kuantitas sarana dan prasana, suber daya manusia dan sikap 

pemberi pelayanan kesehatan. 

Penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan secara umum dilakukan 

terdiri dari dua pendekatan yaitu melalui pengadilan (ligitasi) dan di luar 

pengadilan (non litigasi). Ligitasi adalah penyelesaian masalah hukum 

melalui jalur pengadilan. Pelaksanaan suatu gugatan pada umumnya 

disebut litigasi, apabila gugatan merupakan suatu tindakan sipil yang 

dilaporkan pada pengadilan hukum formal. Proses litigasi  diawali dengan 

penggugat atau pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai 
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akibat dari tindakan tergugat, dimana penggugat menuntut upaya hukum 

yang adil (Abdurrahman, 2010).  

Penyelesaian sengketa yang kedua yaitu non litigasi berarti 

menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Non-litigasi biasanya 

dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa, yang diakui di dalam 

peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 

Undang undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman disebutkan “Penyelesaian perkara di luar 

pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap 

diperbolehkan”. Kedua, dalam Undang undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 

dinyatakan ”Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternatif Dispute 

Resolution) adalah  lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat 

melalui prosedur  yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar 

pengadilan dengan cara konsiliasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para 

ahli (UPK Jatim, 2018).  

Penyelesaian sengketa melalui ligitasi sering dihindari oleh 

masyarakat karena administrasi yang dianggap sulit untuk dipenuhi dan 

prosesnya memerlukan waktu yang lama. Hal ini membuat masyarakat 

yang mengalami sengketa pelayanan kesehatan lebih sering menggunakan 

pendekatan non ligitasi melalui alternatif penyelesaian sengketa berupa 

mediasi, negoisiasi dan konsiliasi atau dengan pendekatan lain 

berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak yang bersengketa (Mate 

et al., 2013).  

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang juga seringkali 

digunakan oleh masyarakat adalah pendekatan berbasis masyarakat adat 

atau yang dikenal dengan pendekatan sosio kultural. Pendekatan sosio 

kultural adalah suatu pendekatan yang lebih mengutamakan rasa 

kekeluargaan atau persaudaraan dalam memperoleh keadilan berdasarkan 

adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Pendekatan sosio kultural pada 
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setiap daerah pada umumnya didasarkan pada kearifan lokal yang berlaku 

pada suatu daerah tersebut.   

 

PERMASALAHAN 

Permasalahan yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh penulis mengenai penyelesaian sengketa pelayanan 

kesehatan di Provinsi Gorontalo, dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan membutuhkan administrsi 

yang rumit, waktu dan biaya yang cukup tinggi, sehingga pihak yang 

bersengketa seringkali tidak melaporkan permasalahan yang dialami. 

2. Penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan melalui pengadilan 

(litigasi) dirasa memberikan hasil yang kurang adil kepada pihak yang 

bersengketa. 

3. Alternatif penyelesaian sengketa khususnya dengan pendekatan 

sosio kultural belum di ketahui dan diterapkan dalam penyelesaian 

sengketa pelayanan kesehatan. 

 

HASIL PENELITIAN 

Proses penyelesaian sengketa secara umum dapat dilakukan melalui 

dua cara yaitu litigasi (pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan). 

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada umumnya dinilai 

membutuhkan biaya yang cukup tinggi dan waktu yang lebih lama. Hal ini 

menimbulkan kritik terhadap proses pengadilan dalam menyelesaikan 

sebuah sengketa, karena sistem pengadilan konvensional secara alamiah 

berlawanan, seringkali menghasilkan satu pihak sebagai pemenang dan 

pihak lainnya sebagai pihak yang kalah (Suminar, 2006).  

Perkembangan paradigma baru dalam proses penyelesaian sengketa 

terus berkembang seiring dengan perubahan perspektif sosiologi hukum 

dan berorientasi pada budaya, masyarakat di Indonesia. Pendekatan ini 

sering dikenal dengan pendekatan sosio kultural yang disesuaikan dengan 

budaya yang berlaku pada suatu daerah. Penyelesaian sengketa dengan 
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pendekatan sosio kultural secara umum memang hampir sama dengan 

mediasi, perbedaannya terletak pada orang ketiga yang bertindak sebagai 

mediator. Kedua metode ini memiliki tujuan yang sama yaitu melakukan 

musyawarah untuk memperoleh kesepakatan dengan tujuan damai. 

Namun mediasi secara umum menggunakan seorang mediator yang 

ditunjuk oleh pengadilan atau lembaga hukum lainnya, sedangkan mediator 

pada pendekatan sosio kultural adalah tokoh adat atau tokoh masyarakat 

yang telah disepakati secara bersama oleh kedua pihak yang bersengketa 

(Salim, 2012; Arto, 2017). 

Sosio kultural sering diartikan dengan kondisi sosial dan budaya suatu 

daerah yang sangat berkaitan dengan adat yang berlaku pada suatu 

daerah. Adat pada umumnya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu berdasarkan 

lingkungan (teritorial) atau kewilayahan dan berdasarkan garis keturunan 

yang ada pada suatu wilayah (Simanjuntak, 2016).  

AN salah satu tokoh adat mengemukakan bahwa: 

Sosio kultural tidak terlepas dari kondisi lingkungan terutama 
karakteristik dari masyarakat yang bertempat tinggal pada suatu 
daerah. Hal ini berkaitan dengan pola hidup, pekerjaan, agama, 
tingkat pendidikan dan faktor sosial lainnya yang akan berpengaruh 
terhadap adat dan budaya suatu daerah. 
 
RM salah satu tokoh adat mengemukakan bahwa: 
 
Penyelesaian sengketa dengan pendekatan sosio kultural di Provinsi 
Gorontalo dilakukan dengan menerapkan prinsip Huyula dan 
Pohala’a. Prinsip Huyula dan Pohala’a adalah prinsip yang 
mengedepankan gotong royong dan semangat persatuan masyarakat 
dalam menyelesaikan pekerjaan ataupun pertikaian yang terjadi 
antara masyarakat lokal. 
 
Penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan dengan pendekatan 

sosio kultural dengan prinsip Huyula dan Pohala’a berdasarkan pendapat 

kedua tokoh adat tersebut di atas, menunjukkan perbedaan yang sangat 

nyata dengan pendekatan litigasi dan non litigasi lainnya.  

 
Bapak AW yang merupakan tokoh adat mengemukaan bahwa: 
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Nilai-nilai yang terdapat dalam penyelesaian sengketa pelayanan 
kesehatan dengan pendekatan sosio kultural adalah sebagai berikut : 
1. Huyula dan Pohala’a dalam bentuk “Ambu” yaitu 

mengedepankan prinsip gotong rorong atau tolong menolong 
untuk kepentingan bersama. Ambu digunakan sebagai sarana 
penyelesaian masalah atau sengketa dengan mengedepankan 
nilai-nilai kerjasama, tanggug jawab, musyawarah, peduli, kreatif 
dan nilai persatuan. 

2. Huyula dan Pohala’a dalam bentuk “Hileiya”, nilai yang 
terkandung dalam hileiya ini adalah nilai kebersamaan, tanggung 
jawab, peduli dan empati. 

3. Huyula dan Pohala’a dalam bentuk “Ti’ayo”, nilai yang 
terkandung adalah kerjasama, musyawarah, empati, peduli dan 
persatuan.  

 
Prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Huyula dan Pohala’a 

berorientasi pada kepentingan umum dan meninggalkan sifat-sifat 

individualisme yang didasari dengan semangat kolektifitas antara sesama 

manusia. Prinsip ini menekankan bahwa pekerjaan atau pertikaian tidak 

akan terselesaikan tanpa adanya kebersamaan yang dilakukan melalui 

gotong royong dan musyawarah untuk meringankan pekerjaan atau 

memperoleh mufakat dalam menyelesaikan suatu masalah (Mohammad, 

2005).  

Huyula dan Pohala’a merupakan salah satu budaya yang sering 

dijadikan dasar dalam kehidupan masyarakat Gorontalo. Prinsip Huyula 

yaitu gotong-royong yang dianutnya dapat dimanipestasikan bahwa untuk 

mendukung keberlangsungan hukum yang berkeadilan maka perlu adanya 

semangat kegotong-royongan untuk melaksanakannya. Begitu pula 

dengan semangat persatuan dalam bingkai pohala’a menjadi landasan kuat 

dalam penegakan hukum di Indonesia (Arpin & Haritsa, 2018). 

Pemangku adat, tokoh agama dan pemerintah memegang peranan 

yang cukup penting dalam proses penyelesaian sengketa melalui 

pendekatan sosio kultural (Huyula dan Pohala’a).  Peranan pemangku adat 

yaitu membantu pihak pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah 

sosial yang terjadi atau berlangsung di masyarakat. Penyelesaian sengketa 
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pelayanan kesehatan dengan pendekatan sosio kultural (Huyula dan 

Pohala’a) bertujuan untuk memulihkan atau mendamaikan pihak yang 

bersengketa melalui musyawarah dan mufakat. Pendekatan sosio kultural 

dimulai dengan adanya itikad baik dari pihak yang bersengketa dan adanya 

keadilan dan kebijakan dari para tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah 

yang bertindak sebagai penengah bagi pihak yang bersengketa.  

 

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

Strategi penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan melalui 

pendekatan sosio kultural di Gorontalo yang berdasar pada prinsip Huyula 

dan Pohala’a merupakan langkah-langkah yang digunakan oleh para pihak 

yang bersengketa yang bertujuan untuk menyelesaikan, menemukan solusi 

dan mendamaikan pihak yang bersengketa dengan bantuan tokoh adat, 

tokoh agama dan pemerintah. Strategi yang dapat dilakukan dalam 

penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan dengan pendekatan sosio 

kultural di Gorontalo, yaitu: 

1. Strategi menghindar, yaitu para pihak (pasien, keluarga pasien, 

dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya) harus berusaha 

menghindari penyebab terjadinya sengketa pelayanan kesehatan 

dengan cara meningkatkan rasa kekeluargaan dan kerjasama yang 

terkandung dalam prinsip Huyula dan Pohala’a 

2. Strategi kompromi, yaitu para pihak yang bersengketa (pasien, 

keluarga pasien, dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya), 

berusaha melakukan musyawarah untuk memperoleh solusi dan 

penyelesaian damai terhadap sengketa pelayanan kesehatan yang 

terjadi. Strategi kompromi mengandung nilai musyawarah dan 

mufakat sebagaimana yang terkandung dalam prinsip Huyula dan 

Pohala’a yang mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam 

menyelesaikan permasalahan di masyarakat.   

3. Strategi akomodasi, yaitu tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah 

bertindak sebagai mediator serta berusaha untuk mengakomodasi 
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kepentingan para pihak yang bersegketa melalui musyawarah dan 

mufakat sehingga pihak yang bersengketa merasa mendapat keadilan 

dan dapat menerima keputusan yang dihasilkan.   

 

Berdasarkan permasalahan dan hasil yang telah diuraikan di atas, 

maka ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan agar strategi 

penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan pendekatan sosio kultural 

(Huyula dan Pohala’a) di Provinsi Gorontalo dapat diterapkan, yaitu: 

1. Perlu melakukan evaluasi untuk menghindari penyebab terjadinya 

sengketa pelayanan kesehatan melalui perbaikan kualitas dan 

kuantitas sarana prasarana, sumber daya manusia serta sikap 

pemberi pelayanan kesehatan pada RSUD di Provinsi Gorontalo 

2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai penyelesaian 

sengketa dengan pendekatan sosio kultural (Huyula dan Pohala’a) di 

Provinsi Gorontalo. 

3. Meningkatkan peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa 

pelayanan kesehatan di Provinsi Gorontalo melaui penetapan 

peraturan daerah  
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